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Lampiran 1 Surat Perizinan Berusaha

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1908220055171

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk
Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha : FADLY YASHARI SOUMENA
2. Alamat : ASRAMA TNI AD BARABARAYA BLOK H NO.1, Desa/Kelurahan Bara
Baraya, Kec. Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
3. Nomor Telepon Seluler : +6282293854875
Email : heijabyourhijab@gmail.com
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia : Lihat Lampiran
(KBLI)
5. Skala Usaha : Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal
Impor (API-P), hak akses kepabeanan, serta pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial
ketenagakerjaan.

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 19 Agustus 2022

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Dicetak tanggal: 19 Agustus 2022

1. Dokumen ini diterbit sistem OSS b data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab

Pelaku Usaha. | Batai
2. Dalam hal terjadi ir isi ini akan dil i ir inya. ' | sertifikasi
3. Dokumen ini telah dit i secara it sertifikat ik yang diterbit oleh BSrE-BSSN. Y | Elektronik
4. Data lengkap izin dapat dip melalui sistem OSS menggunakan hak akses. !




Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1908220055171

No| Kode KBLI| Judul KBLI Lokasi Usaha Klasifikasi Risiko JPericinen Beriseha
Jenis Legalitas
1147711 Perdagangan|Bumi Tamalanrea Permai, Rendah NIB Untuk persiapan,
Eceran Desa/Kelurahan Tamalanrea, Kec. operasional, dan/atau
Pakaian Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi komersial kegiatan
Sulawesi Selatan usaha
Kode Pos: 90245
1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)

> @

Kementerian/Lembaga (K/L).

Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah terkait.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

o

Awn

Dokumen ini diterbit sistem OSS data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab

Pelaku Usaha. | Batai
Dalam hal terjadi i isi ini akan dil i i . ' Sertifikasi
Dokumen ini telah dit i secara it sertifikat ik yang diterbit oleh BSrE-BSSN. Y Elektronik

Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.
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Lampiran 2 Surat Keputusan Gubernur

Menimbang

Mengingat

G UBERNUR SULAWES1 SELATAN
KEPUTUSAN G UBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 2583/XI/TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN UPAH WOTA MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YAN G MAHA USA

GUBERN UR SULAWESI SELATAN,

bahwa penetapan kebijakan pengupalian sebagai salah
salu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas
penghidupan yang layak hagi kemanusiaan;

bahwa peningkatan kebutuhan hidup pekerja/buruh
sebagai bagian dari upaya peningkatan disiplin dan
produktivitas kerja sangat penting artinya untuk
tnendorong  peran serta  pekerja/buruh  dalam
melaksanakan proses produksi melalui mekanisme
penetapan upah minimum;

bahwa kondisi pereckonomian pada masa Pandemi
Covid-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional
maupun daerah;

bahwa berdasarkan pertimbarigan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu
menetapkan Keputusan Gubemur Sulawesi Selatan
tentang Penetapan Upah Minimum Kota Makassar
Tahun 2022.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020
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Nomor 245, Tambalian Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Homor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukaii Peraturan  Perundnng-undangan
(Lerribaran Negara Republik Indonesia Tahun 201. 1
Nomor R2, Tainbahan Lembaran Negfira Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 1.S Tahun 20.19
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 20i1  tentang Pembentukan Peraturan
Per undang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Mumbairs
Lembaran Negnra Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20) 4 tenlang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tnmbalian
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1. 1 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 6573);
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 teiltang
Pengupahnn (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6648);

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2.1 Tahun
2016 tentang Kehutuhan Hidup Layak (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 948);

Peraturan  Menteri Ketenagakerjaan Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 201. 8 tentang Upali
Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahrin
2018 Nomor 1549);

Peraturan  Ment#ri  Ketenngakerjaan Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Peiigangkatan, dun
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Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Anggota Dewan Pengupahan dan Tata Kerja Deivari
Pengtlpahan (Rerlta Negara Republik Indonesia Tahin

2021 Nomor 846).

Keputtisan Preslden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun
1990 tentang Pengesahan Convention Concerning. Tripni
tile Coiisiiltatioitsto Pt omote The Iniylenienlaiion Of
International Lobnui q9/morfa rfs (Konvensi Orgonisosi

Perburuliali Internasioanl Nomor

144 Mengenai Konsultasi Triparlit  Unttilc
Mesingkatkan Pelaksanaan Perbiiruhan
In ternasional);

Surat Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor B-

M/383/HI01 00/X12021 tangga 19 November 207 I
perihal  Penyampaian  Data  Perekonomian  dan
Ketenagolcerjaan dalaln Penetapan Upah Min iiniiin
Tahun 2022;

Surat Walikota Makassar Nomor
561/724/Disnaker/X1/2021 tanggal 24 November 2021
perihal Usulan Penetapan Upah Minimum Kota
Tahun 2022 Kota Makassar;

Berita Acara Penetapan Penyesuaian UMK Makassar
Tahun 2022;

MEM UTUS) KAN

Upah Minimum Kota Makassar Tahun 2022sebesar
Rp.3.294.962,«(Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Put
tih Empat Ribti Sembilan Ratus Enam Puluh Dtia Rupiah)
per Bulan yang terdiri etas Upah Pokok dan Tunjangan
tetap; Nilai ~ Upah Minimum  Kota Makassar
sebagaimana dimaksud poda Dikttim KESATU diliitung
berdasarkan formula penyesuniannilai upali minimum

sesuai ketentuan  dalam Peraltiran Pemerintah
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
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Nomor 245, Tambalian Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Homor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukaii Peraturan  Perundnng-undangan
(Lerribaran Negara Republik Indonesia Tahun 201. 1
Nomor R2, Tainbahan Lembaran Negfira Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 1.S Tahun 20.19
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 20i1  tentang Pembentukan Peraturan
Per undang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Mumbairs
Lembaran Negnra Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20) 4 tenlang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tnmbalian
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1. 1 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 6573);
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 teiltang
Pengupahnn (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6648);

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2.1 Tahun
2016 tentang Kehutuhan Hidup Layak (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 948);

Peraturan  Menteri Ketenagakerjaan Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 201. 8 tentang Upali
Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahrin
2018 Nomor 1549);

Peraturan  Ment#ri  Ketenngakerjaan Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Peiigangkatan, dun
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KRSEMBILAN : Keputusan int mulai berlaku pacta tanggal 1 danuari 2022
dam iermriliki kekuatan mengikat separijang sesuai dengan
ketentuan'Peratu,ran Perundang-undangan yang berlaku.
Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputuean ini akari
diadakan perbaikan sesuai Peraturan Perundang-undangen
yang berlaku.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal

Pit. / GURERNUR SULAWESI SELATAN,

[ &b 'p{(
! (% f
2 g \
‘\a \\
\J} \

Tembuean :
1. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia  Jakarta;

3, S KesregebsrineRereblikalage™ 48 fbjabtAhdonesia di Jakarta;
41. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar;

K disnakertrans Provinsi Sulawesi Selatan i1 Makassar;

Ketua DPD A9INDO Kota Makassar di Ma Tsar;

Para Ketua Serikat bekerja/ Buruh di Makassar;

Para Ketua Asosiasi Perusahaan di Makassar;

Lot B ol gl



Lampiran 3 PP Nomor 7 Tahun 2021

X

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
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BAB 1lI

KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DAN
USAHA KECIL

Bagian Kesatu
Kemudahan Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Paragraf 4
Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Pasal 35

(1) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikelompokkan
berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan
tahunan.

(2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digunakan untuk pendirian atau pendaftaran
kegiatan usaha.

(3) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) terdiri atas:

a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai
dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha;

b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai
dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha; dan

¢.  Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari
Rp5.000.000.000,00 (lin:a miliar rupiah) sampai
dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha.

(4) Untuk . . .
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Untuk pemberian kemudahan, pelindungan, dan
pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
selain kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) digunakan kriteria hasil penjualan
tahunan.

Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:

a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan
sampai dengan paling banyak
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan
lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

sampai dengan paling banyak
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
dan

c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan
tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima
belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Dalam hal pelaku usaha telah melaksanakan kegiatan
usaha sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai
berlaku, pemberian kemudahan, pelindungan, dan
pemberdayaan diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah yang memenubhi kriteria hasil penjualan
tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Nilai nominal kriteria sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dan ayat (5) dapat diubah sesuai dengan
perkembangan perekonomian.

Pasal 36

Untuk kepentingan tertentu, selain kriteria modal
usaha dan hasil penjualan tahunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1),
kementerian/lembaga dapat menggunakan Kkriteria
omzet, kekayaan bersih, nilai investasi, jumlah tenaga
kerja, insentif dan disinsentif, kandungan lokal,
dan/atau penerapan teknologi ramah lingkungan
sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.

(2) Penggunaan . . .
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Penggunaan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) oleh menteri teknis atau pimpinan lembaga harus
mendapatkan pertimbangan dari Menteri,

Paragraf 2
Perizinan Usaha Berbasis Risiko

Pasal 37

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam melakukan
kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan
Berusaha.

Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah diberikan berdasarkan tingkat risiko
kegiatan usaha dalam bentuk:

a. nomor induk berusaha, untuk kegiatan usaha
risiko rendah;

b. nomor induk berusaha dan sertifikat standar,
untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah
dan menengah tinggi; dan

¢. nomor induk berusaha dan izin, untuk kegiatan
usaha risiko tinggi.

Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha
Mikro dan Usaha Kecil termasuk dalam kegiatan usaha
dengan tingkat risiko menengah atau risiko tinggi,
selain wajib memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), pelaku usaha wajib memiliki
sertifikat standar produk dan/atau standar usaha
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 38

Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah dilaksanakan melalui sistem Perizinan
Berusaha terintegrasi secara elektronik, yang dikelola
oleh lembaga yang mengelola Perizinan Berusaha
terintegrasi secara elektronik.

(2) Pemenuhan . . .
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Selain melampirkan struktur dan skala Upah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan
Perusahaan melampirkan surat pernyataan telah
ditetapkannya struktur dan skala Upah
di Perusahaan.

Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) didokumentasikan oleh pejabat yang
berwenang pada kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang ketenagakerjaan dan/atau dinas yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan  di
bidang ketenagakerjaan, sebagai bukti telah
dilakukan penyusunan struktur dan skala Upah.
Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur dan
skala Upah diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB V
UPAH MINIMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

Upah minimum merupakan Upah bulanan
terendah yaitu: 4

a. Upah tanpa tunjangan; atau

b. Upah pokok dan tunjangan tetap.

(2) Dalam . . .
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Dalam hal komponen Upah di Perusahaan terdiri
atas Upah pokok dan tunjangan tidak tetap, Upah
pokok paling sedikit sebesar Upah minimum.

Pengusaha dilarang membayar Upah lebih rendah

dari Upah minimum.

Pasal 24

Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 ayat (1) berlaku bagi Pekerja/Buruh
dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun
pada Perusahaan yang bersangkutan.

Upah bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja
1 (satu) tahun atau lebih berpedoman pada
struktur dan skala Upah.

Pasal 25

Upah minimum terdiri atas:

a. Upah minimum provinsi;

b. Upah minimum kabupaten/kota dengan
syarat tertentu.

Upah minimum sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi

dan ketenagakerjaan.

Syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b meliputi pertumbuhan ckonomi

daerah atau inflasi pada kabupaten/kota yang

bersangkutan.

(4) Kondisi . . .
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Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi
variabel:

a. paritas daya beli;

b. tingkat penyerapan tenaga kerja; dan

c. median Upah.

Data pertumbuhan ekonomi, inflasi, paritas daya
beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median
Upah bersumber dari lembaga yang berwenang
di bidang statistik.

Pasal 26

Penyesuaian nilai Upah minimum dilakukan
setiap tahun.

Penyesuaian nilai Upah minimum ditetapkan pada
rentang nilai tertentu di antara batas atas dan
batas bawah Upah minimum pada wilayah yang
bersangkutan.

Batas atas Upah minimum sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) merupakan acuan nilai
Upah minimum tertinggi yang dapat ditetapkan
dan dihitung menggunakan formula sebagai
berikut:

Rata - rata konsumsi per kapitay * Rata - rata banyaknya ARTyy

Batas atas UMy =
Rata - rata banyaknya ART bekerja pada setiap rumah tanggas

(4) Batas . . .
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Batas bawah Upah minimum sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) merupakan acuan nilai
Upah minimum terendah yang dapat ditetapkan
dan dihitung menggunakan formula scbagai
berikut:

Batas bawah UMy, = Batas atas UMy x 50%

Nilai Upah minimum tertentu scbagaimana
dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan
formula penyesuaian nilai Upah minimum sebagai
berikut:

UMjee 1= UMyg ~{Nu{?&..lnlu&.) - [A""” = Uhly ] u”,,}
Batas atasy - Batas bawahy,

Rata-rata konsumsi per kapita, rata-rata
banyaknya anggota rumah tangga, dan rata-rata
banyaknya anggota rumah tangga bekerja pada
setiap rumah tangga sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) menggunakan data di wilayah yang
bersangkutan.

Nilai pertumbuhan eckonomi atau inflasi yang
digunakan dalam formula penyesuaian nilai Upah
minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
merupakan nilai pertumbuhan ekonomi atau

inflasi tingkat provinsi.

(8) Data . . .
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Data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan
ayat (7) bersumber dari lembaga yang berwenang
di bidang statistik.

Bagian Kedua
Upah Minimum Provinsi

Pasal 27
Gubernur wajib menetapkan Upah minimum
provinsi setiap tahun.
Penyesuaian nilai Upah minimum provinsi
dilakukan sesuai dengan tahapan perhitungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
Nilai penyesuaian Upah minimum provinsi yang
ditetapkan harus berdasarkan hasil perhitungan
penyesuaian nilai Upah minimum sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).
Dalam hal Upah minimum provinsi tahun berjalan
lebih tinggi dari batas atas Upah minimum
provinsi maka gubernur wajib menetapkan Upah
minimum provinsi tahun berikutnya sama dengan
nilai Upah minimum provinsi tahun berjalan.

Pasal 28

Perhitungan penyesuaian nilai Upah minimum
provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
ayat (2) dilakukan oleh dewan pengupahan

provinsi.

(2) Hasil . . .
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Hasil perhitungan penyesuaian nilai Upah
minimum provinsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dirckomendasikan kepada gubernur
melalui dinas yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.

Pasal 29

Upah minimum provinsi ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur dan diumumkan paling
lambat tanggal 21 November tahun berjalan. :
Dalam hal tanggal 21 November jatuh pada hari
Minggu, hari libur nasional, atau hari libur resmi,
Upah minimum provinsi ditetapkan dan
diumumkan oleh gubernur 1 (satu) hari sebelum
hari Minggu, hari libur nasional, atau hari libur
resmi.

Upah minimum provinsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku terhitung mulai
tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh bertentangan
dengan kebijakan pengupahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4.

Bagian Ketiga
Upah Minimum Kabupaten/Kota

Pasal 30

Gubernur dapat menetapkan Upah minimum
kabupaten/kota dengan syarat tertentu.

Syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) yaitu:

a. rata-rata . . .
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a. rata-rata pertumbuhan ckonomi
kabupaten/kota yang bersangkutan selama
3 (tiga) tahun terakhir dari data yang tersedia
pada periode yang sama, lebih tinggi
dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi
provinsi; atau

b. nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi
kabupaten/kota yang bersangkutan selama
3 (tiga) tahun terakhir dari data yang tersedia
pada periode yang sama, selalu positif, dan

lebih tinggi dari nilai provinsi.

Pasal 31

Upah minimum kabupaten/kota ditetapkan
setelah penetapan Upah minimum provinsi.

Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus lebih tinggi da‘ri

Upah minimum provinsi.

Pasal 32

(1) Penetapan Upah minimum bagi kabupaten/kota

yang belum memiliki Upah minimum
kabupaten/kota, menggunakan formula
perhitungan Upah minimum dengan tahapan
perhitungan sebagai berikut:

a. menghitung . . .
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a. menghitung nilai relatif Upah minimum
kabupaten/kota terhadap Upah minimum
provinsi berdasarkan rasio paritas daya beli
(purchasing power parity), dengan formula

sebagai berikut:
PPP Kab/Kota
UMKy = ———— x UMPy
PPP Provinsi

b. menghitung nilai relatif  Upah minimum
kabupaten/kota terhadap Upah minimum
provinsi berdasarkan rasio tingkat penyerapan
tenaga kerja, dengan formula sebagai berikut:

(1 - TPT Kab/Kota) _
(1 - TPT Provinsi)

UMKz = UMPy

¢. menghitung nilai relatif Upah minimum
kabupaten/kota terhadap Upah minimum
provinsi berdasarkan rasio median Upabh,
dengan formula sebagai berikut:

Median Upah Kab/Kota
UMK = pel xUMPy

Median Upah Provinsi

d. menghitung rata-rata nilai relatif UMK
sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b,
dan huruf ¢, dengan formula sebagai berikut:

(UMK + UMKr2) + UMKra) .
3

UMKge1) =

(2) Variabel . . .
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Variabel paritas daya beli, tingkat penyerapan
tenaga kerja, dan median Upah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) masing-masing dihitung
berdasarkan nilai rata-rata 3 (tiga) tahun terakhir
dari data yang tersedia pada periode yang sama.
Dalam hal syarat tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) tidak terpenuhi
maka gubernur tidak dapat menetapkan Upah
minimum bagi kabupaten/kota yang belum
memiliki Upah minimum kabupaten /kota.

Pasal 33
Perhitungan nilai Upah minimum.
kabupaten/kota  dilakukan  oleh  dewan
pengupahan kabupaten/kota.

Hasil perhitungan Upah minimum
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan kepada bupati/wali kota
untuk direkomendasikan kepada gubernur
melalui dinas yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di  bidang ketenagakerjaan
provinsi.

Dalam hal hasil perhitungan Upah minimum
kabupaten/kota lebih rendah dari nilai Upah
minimum provinsi maka bupati/wali kota tidak
dapat merekomendasikan nilai Upah minimum
kabupaten/kota kepada gubernur.

Pasal 34 . ..
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Pasal 34

Penetapan Upah minimum bagi kabupaten/kota
yang telah memiliki Upah minimum
kabupaten/kota dilakukan dengan penyesuaian
nilai Upah minimum.

Penyesuaian nilai Upah minimum
kabupaten/kota dilakukan sesuai tahapan
perhitungan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26. ‘

Pertumbuhan ekonomi atau inflasi yang
digunakan dalam formula penyesuaian nilai Upah
minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
ayat (5) merupakan nilai pertumbuhan ckonomi
atau inflasi tingkat provinsi.

Perhitungan penyesuaian nilai Upah minimum
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan oleh dewan pengupahan
kabupaten/kota.

Hasil perhitungan penyesuaian nilai Upah
minimum kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada
bupati/wali kota untuk dirckomendasikan kepada
gubernur melalui dinas yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan
provinsi.

Dalam hal Upah minimum kabupaten/kota tahun
berjalan lebih tinggi dari batas atas Upah
minimum kabupaten/kota maka bupati/wali kota
harus merekomendasikan kepada gubernur nilai
Upah minimum  kabupaten/kota  tahun
berikutnya sama dengan nilai Upah minimum
kabupaten/kota tahun berjalan.

Pasal 35. ..
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Pasal 35
Gubernur meminta saran dan pertimbangan
dewan pengupahan provinsi dalam menetapkan
Upah minimum kabupaten/kota yang
direkomendasikan oleh bupati/wali kota.
Upah minimum kabupaten/kota ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan
paling lambat pada tanggal 30 November tahun
berjalan.
Dalam hal tanggal 30 November jatuh pada hari
Minggu, hari libur nasional, atau hari libur resmi,
Upah minimum kabupaten/kota ditetapkan dan
diumumkan oleh gubernur 1 (satu) hari sebelum
hari Minggu, hari libur nasional, atau hari libur
resmi.
Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berlaku
terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun
berikutnya.
Pelaksanaan ketentuan scbagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak boleh
bertentangan dengan kebijakan pengupahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB VI .. ..
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BAB VI

UPAH TERENDAH PADA USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL

SK No 081731 A
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Pasal 36

Ketentuan Upah minimum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 35
dikecualikan bagi usaha mikro dan usaha kecil.
Upah pada usaha mikro dan usaha kecil
ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara
Pengusaha dengan Pekerja/Buruh di Perusahaan
dengan ketentuan:
a. paling sedikit sebesar 50% (lima puluh
persen) dari rata-rata konsumsi masyarakat
di tingkat provinsi; dan
b. nilai Upah yang disepakati paling sedikit 25%
(dua puluh lima persen) di atas gari's
kemiskinan di tingkat provinsi.
Rata-rata konsumsi masyarakat dan garis
kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dan huruf b menggunakan data yang
bersumber dari lembaga yang berwenang
di bidang statistik.

Pasal 37

Usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 ayat (1) harus memenuhi kriteria
tertentu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan pcrundang-undanéan.

Pasal 38 . . .
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Pasal 38
Usaha mikro dan usaha kecil yang dikecualikan dari
ketentuan Upah minimum wajib mempertimbangkan
faktor sebagai berikut:
a. mengandalkan sumber daya tradisional; dan/atau
b. tidak bergerak pada usaha berteknologi tinggi dan
tidak padat modal.

BAB VII
PELINDUNGAN UPAH

Bagian Kesatu
Upah Kerja Lembur

Pasal 39
Upah kerja lembur wajib dibayar oleh Pengusaha yang
mempekerjakan Pekerja/Buruh melebihi waktu kerja,
pada istirahat mingguan, atau pada hari libur resmi
sebagai kompensasi kepada Pekerja/Buruh yang
bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kedua
Upah Pekerja/Buruh Tidak Masuk Bekerja dan/atau Tidak Melakukan
Pekerjaan Karena Alasan Tertentu

Pasal 40
(1) Upah tidak dibayar apabila Pekerja/Buruh t.ida'k
masuk bekerja dan/atau tidak melakukan
pekerjaan.

(2) Ketentuan . . .
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